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ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN
PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)

Oleh

EVINA DWI MAIYANTI

Kemajuan teknologi membawa suatu perubahan dan perkembangan terhadap
kehidupan bermasyarakat. Perkembangan tersebut memicu berkembangnya jenis
kejahatan baru, salah satunya yaitu Revenge Porn. Revenge Porn adalah tindakan
yang mengarah pada pendistribusian secara online atas foto atau video yang
terdapat unsur seksualitas tanpa izin atau persetujuan korban sebagai bentuk balas
dendam guna mengancam dan mempermalukan korban. Berdasarkan hal tersebut
sangat penting adanya suatu perlindungan terhadap korban revenge porn ini.
Perlindungan hukum yang diperoleh terhadap wanita korban pornografi balas
dendam (revenge porn) sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder, pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan berupa
wawancara. Data dioleah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu ditafsirkan
untuk dilakukan pembahasan secara kualitatif.

Bentuk perlindungan terhadap korban revenge porn diantaranya yaitu dalam bentuk
pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan hukum dan/atau bantuan
hukum, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan medicolegal, pelayanan psikologis,
pelayanan pendampingan. Bentuk perlindungan hukum ini dalam pelaksanaannya
sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, namun juga terdapat beberapa
faktor yang menghambat proses perlindungan hukum terhadap korban meliputi
faktor penegak hukum, dimana masih ditemukan adanya oknum penyidik yang
melakukan penyimpangan terhadap hak korban. Faktor sarana atau fasilitas,
minimnya fasilitas penunjang alat bukti elektronik, yang mana tidak semua wilayah
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kepolisian memiliki fasilitas penunjang tersebut. Faktor masyarakat, kurangnya
kepedulian masyarakat terhadap korban kesusilaan juga menjadi hambatan dalam
proses perlindungan hukumnya. Faktor kebudayaan, seperti budaya malu yang
masih melekat dijiwa masyarakat untuk melaporkan tindak pidana kesusilaan juga
menjadi penghambat dalam proses memberikan perlindungan hukum terhadap
korban.
Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu perlu adanya sosialisasi maupun
pendekatan kepada seluruh perempuan untuk selalu berhati-hati dan berani
bertindak untuk melapor kepada aparat penegak hukum ataupun keluarga jika
menemukan/merasakan adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi pada diri
sendiri maupun orang lain. Dibutuhkan kerjasama yang baik antar semua pihak
untuk dapat mengatasi kasus pornografi balas dendam (revenge porn). Sehingga
diharapkan kasus pornografi balas dendam (revenge porn) ini dapat
diminimalisirkan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Korban, Pornografi Balas Dendam,
Revenge Porn.
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“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”

(Qs. Al-Bagarah : 286)

“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran
(yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga akan lupa betapa
pedihnya rasa sakit”

(Ali bin Abi Thalib)

“Terima yang sudah terjadi,
Ikhlaskan apa yang tidak dapat diubah,
Perbaiki apa yang masih dapat di perbaiki”

(Evina Dwi Maiyanti)
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l. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sebuah teknologi dapat menbawa sebuah evolusi serta
perkembangan kepada kehidupan bermasyarakat, baik dalam sisi positif maupun
negatif. Dengan perkembangan tersebut muncul berbagai bentuk kejahatan yang
dilakukan melalui teknologi yang ada. ‘Kejahatan adalah sebuah tindakan
seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum positif ataupun hukum
yang menjadi landasan dalam sebuah negara.? Kejahatan yang paling sering terjadi
saat ini banyak menimpa korban terutama perempuan, salah satunya yaitu terkait
dengan kejahatan Cyber crime. Contoh permasalahan cyber crime yang dinyatakan
meresahkan serta memperoleh sebuah perhatian publik dimasa sekarang yaitu
terkait permasalan seputar cyber crime di bidang kesusilaan, yaitu terkait cyberporn
yang dimana merupakan sebuah bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online

(KBGO).

KBGO sendiri yaitu bentuk kekerasan seksual yang terjadi secara online dan
menggunakan sarana teknologi guna melecehkan korban sesuai dengan

seksualitasnya. Kekerasan Seksual di Internet (KBGO) mencakup praktik

! Barda Nawawi Arief. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003. him.
239
2 Arrasjid, Chainur. Dasar-Dasar llmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2000. hlm. 133



penipuan, pemerasan, penguntitan online, berbagi foto atau video intim tanpa izin,
peretasan, pencurian identitas, ancaman, berbagi foto atau video yang bersifat
pribadi. Salah satu jenis KBGO vyaitu tindak kejahatan pornografi balas dendam.
Yang dimaksud dengan pornografi balas dendam adalah tindakan penyebaran foto
atau video asusila secara online dari gambar atau video yang mengandung kriteria
seksual tanpa kesepakatan atau otorisasi dari korban atas foto atau video terrsebut
sebagai alasan balas dendam dengan tujuan mendatangkan rasa malu kepada

Korban.?

Sebagaimana yang tercantum pada Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi menyatakan bahwasannya pornografi merupakan sebuah gambar,
ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, ganbar begerak, animasi, percakapan, gerak
tubuh, atau bentuk komunikasi lainnya melalui bebagai sarana komunikasi dan/atau
pertunjukan publik, yang mengandung pelecehan seksual yang melanggar norma
kesusilaan di masyarakat. Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi dalam
penelitian jurnalnya mengklaim bahwa, Pornografi balas dendam (revenge porn)
adalah sebuah tindakan yang dilakukan guna menyebarkan kejahatan-kejahatan di
dunia maya melalui cara penyebaran konten seksual korban tanpa izin korban, yang
dikatakan disengaja dengan tujuan balas dendam atau ungkapan rasa sakit hati

kepada diri korban*

Pornografi balas dendam (revenge porn, mengarah kepada sebuah ancaman

ataupun distribusi produk non-kontrak yang dilakukan oleh teman, pacar, atau

3 Willihardi, Aneke Putri dan Eko Wahyudii. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban
Penyebarlasan Kontem Pornografi Dengan Motiif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia”
dalamn Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi Vol. 1 Nomor 1. 2022, him 319.



mantan pacar akibat kecewa yang mendalam, ditinggal pergi, tidak ingin berpisah,
memaksa untuk kembali bersama, ataupun melakukan pengancaman dan
mengintimidasi korban supaya melakukan keinginannya. Perbuatan tersebut
dilancarkan dengan tujuan guna menjelekan nilai sosial korban, mencemarkan
nama baik korban dan juga menurunkan harga diri korban serta bisa dilakukan
dengan tujuan “balas dendam”. Biasanya pelaku dari tindak kejahatan cyber
berasalkan dari seseorang yang dekat dalam lingkup keluarga maupun pacar atau

mantan pacar.

Perempuan sebagai “korban” dalam kasus pornografi balas dendam (revenge porn)
tak jarang memperoleh penilaian buruk dalam masyarakat dengan menyebarkan
permasalahannya dan mengkaitkannya dengan kehidupan pribadi korban dengan
alibi untuk melindungi informasi pribadi korban. Masyarakat membalikan
posisinya tanpa pandang bulu terhadap moral para korban. Situasi seperti itu bisa
sangat membingungkan bagi seorang wanita. Perempuan korban pornografi balas
dendam dianggap bersalah oleh masyarakat dikarenakan mempunyai pengalaman
dalam kehidupan pribadinya yang berhubungan dengan seks serta tidak bisa

ditafsirkan sebagai seorang korban yang dapat memperoleh sebuah perlindungan.®

Semua permasalahan terkait kekerasan tehadap perempuan berasal dari
ketidakseimbangan status dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, yang
dibangun atas dasar sosial dan yang diperoleh lebih lanjut berdasarkan penilaian

patriarki yang tersebar di masyarakat. Relasi kuasa yang timpang diantara

% Sugiyanto, Okamaisya. “Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan
Indonesia dari Preskpektif Viktimologi” dalamn Jurnal Wanita dan Keluarga Vol. 2 Nomor 1. 2022.
him 23.



perempuan dan laki-laki terjadi di rumah, di lingkungan kerja atau di lingkungan
masyarakat pada umumnya. Rata-rata wanita menerima begitu saja, dan
kebanyakan pria menganggapnya benar. Banyak yang tidak menyadari situasi ini
sebagai bentuk diskriminasi tehadap perempuan dan menyadari bahwa diskriminasi

tesebut berujung pada kekerasan terhadap perempuan.®

Dampak kekerasan seksual tidak secara langsung berdampak pada individu korban,
tetapi keluarga, masyarakat dan seluruh negara. Dampak terhadap korban kekerasan
meliputi fisik, psikologis, seksual/reproduksi, ekonomi, sosial, sipil, hukum, dan
tidak dihargainya hak asasi perempuan dalam hubungan sosial. Kekerasan terhadap
perempuan pada hakikatnya diakibatkan oleh kurangnya penghargaan terhadap
posisi/status perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan dari interpretasi

ajaran agama yang kurang baik.’

Revenge Porn saat ini sedang merajalela di Indonesia bahkan menjadi masalah yang
berkelanjutan, biasanya dialami oleh para remaja bahkan orang dewasa. Beberapa
contoh kasus pornografi balas dendam ini adalah seorang pria asal Gresik yang
membagikan video asusila mantan pacarnya karena sakit hati setelah ditinggal
pacarnya. Pelaku melakukan perekaman dari apa yang diperbuat antara pasangan
tersebut selama pacarana, yang akhirnya korban melaporkan pelaku kepada aparat
kepolisian karena dirasa dirugikan. Pelakupun dijerat dengan UU ITE dengan
hukuman penjara selama 6 (enam) Tahun. Kasus berikutnya yaitu pria berusia 25
Tahun yang dengan sengaja mengeskploitasi foto dengan unsur seksualitas mantan

pacarnya ke media sosial, korban yang merupakan mahasiswi berinisial M

6 Candra Perbawati. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Bandar Lampung. AURA. 2019. him 120
" 1bid.



melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian, setelah foto asusilanya tersebar ke
grup WhatsaApp mahasiswa. Pelakupun kemudian ditangkap dan dikenakan Pasal
29 jo Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Pasal 27 Ayat
(1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2006 UU ITE®. Untuk kasus yang terjadi
di Lampung baru-baru ini yaitu seorang siswi SMA di Lampung Utara yang
menjadi korban penyebaran video asusila yang dilakukan oleh mantan pacarnya,
yang membuatnya melakukan percobaan bunuh diri karena video intim dengan
kekasihnya tersebar luas. Percobaan bunuh diri tersebut dilakukan lantaran takut

dimarahi oleh orang tuanya.®

Terdapat sebanyak 863 kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber berdasarkan
laporan oleh Komnas Perempuan pada Tahun 2021, dimana diantara kasus tersebut
terdapat sebanyak 71 kasus Revenge Porn®®, Penyebab banyaknya kasus pornografi
balas dendam (revenge porn) tersebut yaitu dikarenakan rendahnya literasi digital
berhubungan dengan perlindungan data pribadi, serta mininnya pengetahuan terkait
pendidikan seksual yang didapatkan oleh korban. Berdasarkan pada kasus-kasus
revenge porn tersebut, dikatakan bahwa perempuanlah yang akan selamanya
menjadi sorotan untuk disalahkan dan dirugikan, selain hal tersebut terkadang
perempuan korban revenge porn juga masih sering mendapatkan sikap diskriminasi

oleh masyarakat bahkan keluarga dikarenakan kejahatan yang telah ia alami, namun

8 MNC Portal. Deretann Kassus Revenge Porn di Indonesiia, Manmtan Sebar Foto Tak Senonoh
Usai Putus. https://nasional.okezone.com/read/2021/07/23/337/2444650/deretan-kasus-revenge-
porn-di-indonesia-mantan-sebar-foto-tak-senonoh-usai-putus?page=2. Diakses pada 05 Juni 2022.
 Jimi Irawan. Siswi SMA di Lampung Coba Bunuh Diri gegara Malu Video Mesumnya
Tersebar.https://lampung.inews.id/berita/terungkap-siswi-sma-di-lampung-coba-bunuh-diri-
gegara-malu-video-mesumnya-tersebar. Diakses pada 05 Juni 2022,

OAlfifa Febrianna dan Nadia Ayu. Kasus Jual Beli Revenge Porn, Korban Dieksploitasi dan Belum
Terlindungi  Hukum.  https://ketik.unpad.ac.id/posts/3011/kass-juall-belii-revenge-porn-koban-
diieksploitasi-dan-belum-terliindungi-hukumn Diakses pada 05 Juni 2022.


https://nasional.okezone.com/read/2021/07/23/337/2444650/deretan-kasus-revenge-porn-di-indonesia-mantan-sebar-foto-tak-senonoh-usai-putus?page=2
https://nasional.okezone.com/read/2021/07/23/337/2444650/deretan-kasus-revenge-porn-di-indonesia-mantan-sebar-foto-tak-senonoh-usai-putus?page=2
https://lampung.inews.id/berita/terungkap-siswi-sma-di-lampung-coba-bunuh-diri-gegara-malu-video-mesumnya-tersebar
https://lampung.inews.id/berita/terungkap-siswi-sma-di-lampung-coba-bunuh-diri-gegara-malu-video-mesumnya-tersebar
https://ketik.unpad.ac.id/posts/3011/kass-juall-belii-revenge-porn-koban-diieksploitasi-dan-belum-terliindungi-hukum
https://ketik.unpad.ac.id/posts/3011/kass-juall-belii-revenge-porn-koban-diieksploitasi-dan-belum-terliindungi-hukum

pada kenyatanya korban juga tidak mengkehendaki hal tersebut terjadi kepada

dirinya.

Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam ini, dilihat dari segi penindakannya di
lapangan untuk saat ini lebih menfokuskan kepada si Pelaku saja, dan
mengesampingkan hak hak korban, dimana Aparat Penegak hukum hanya menjerat
si Pelaku, tanpa memikirkan perlindungan apa yang seharusnya didapatkan oleh
korban pornografi balas dendam ini. Masih banyak korban revenge porn yang
terutama perempuan yang masih tidak berani untuk memperoleh bantuan,
mengingat isu seksual masih dianggap tabu di Indonesia hingga saat ini.
Sehingganya dalam hal ini korban dianggap rentan terhadap pandangan buruk di

masyarakat.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, regulasi tentang pornografi balas dendam
tidak diatur secara khusus. Namun terlihat dari unsur-unsur perbuatannya,
pornografi balas dendam jelas merupakan kejahatan, sehingga perbuatan ini
termasuk dalam kategori kesusilaan yang ketentuannya terdapat dalam KUHP
yakni Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 533 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
dan UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektroni. Namun dalam praktiknya, ketiga undang-
undang positif tersebut menibulkan masalah dalam pengaturan pornografi balas
dendam di Indonesia. Dalam UU ITE sendiri sering menciptakan sebuah
ketidakpastian serta tumpang tindih dengan aturan lainnya Berdasarkan hal
tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual memberikan angin segar bagi permasalahan kekerasan seksual di

Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 tentang Kekerasan Seksual



Tahun 2022 (UU TPKS) merupakan langkah implementasi dan perlindungan

terhadap korban kekerasan seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menggarisbawahi hak
yang diperoleh oleh korban yaitu hak penanganan, hak perlindungan dan hak
pemulihan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang masalah delik
seksual atau pornografi balas dendam ini, diharapkan dapat melindungi para korban
agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan di kemudian hari dan juga dapat
menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Berdasarkan dampak yang dialami oleh
korban, maka tidak adil jika pelaku pornografi balas dendam tidak dihukum dengan
semestinya atas perbuatan yang merugikan korban. Bertolak dari uraian di atas
penulis mengkaji lebih dalam dan detail bagaimana perlindungan yang diberikan
kepada korban pornografi balas dendam meliputi hak-haknya dalam bentuk skripsi
yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pornografi

Balas Dendam (Revenge Porn)” .

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok pemasalahan dalam

penulisan skripsi ini adalah:

a. Bagaimanakah perlindungan hukum terrhadap wanita korban Pornografi
Balas Dendam (Revenge Porn) ?
b. Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap wanita korban

Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) ?



2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup di dalam penelitian ini adalah hukum pidana, yang menbahas
tentang perlindungan hukum terrhadap korban perempuan terhadap kejahatan
pornografi balas dendam (revenge porn) berdasarkan hukum pidana, ketentuan
hukum, teori atau pendapat hukum yang relevan. Dengan wilayah penelitian di
wilayah hukum Bandar Lampung, serta ruang lingkup waktu penelitian

dilaksanakaan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terrhadap wanita korban
pornografi balas dendam (revenge porn).
b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam perlindungan hukum

terrhadap wanita korban pornografi balas dendam (revenge porn).

2. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan tujuan-tujuan di atas tersebut, adapun kegunan dari penelitian ini

meliputi kegunaan teoritis serta kegunaan praktis, diantaranya meliputi:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan
isu-isu yang muncul dan memberikan masukan kepada aparat penegak hukum
untuk melaksanakan perlindungan hukum bagi perempuan korban kejahatan asusila
atau pornografi balas dendam. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai
dasar dan acuan untuk penelitian selanjutnya terkait perlindungan hukum terhadap

korban tindak pidana pornografi.



b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis yaitu hasil dari peneilitian ini dapat membuka wawasan dan dapat
menjadi bahan acuan bagi masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah
untuk memahami konsep dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana
pornografi balas dendam ini, serta memberikan sanksi kepada pelaku yang
melakukan tindak penyebaran video pornografi tersebut tanpa kehendak kedua
belah pihak yang menyebabkan terganggunya fisik dan psikis korban dan keluarga

yang bersangkutan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Keranggka Teoritis

Kerangka teoritis ialah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil
pemikiran atau sebagai kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan umtuk

mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.!!
A Teori Perlindungan Hukum

Kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal law policy/ strafrechtspolitiek)
dapat diartikan sebagai “upaya untuk menerapkan peraturan perundang-undangan
pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi, sekarang maupun yang akan datang.
Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh hampir setiap individu
atau lembaga pemerintah atau swasta dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan,
ketertiban, dan kesejahteraan sesuai dengan hak-hak dasar yang ada sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak

1 Soejono Soekanto,sosiologi suatu pengantar, Jakarta: CV Rajawali, 1984. him. 116.
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Asasi Manusia.*? Perlindungan hukum tidak membedakan laki-laki dan perempuan,
karena Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 menguraikan bahwasannya setiap orang
mempunyai hak dan rasa aman serta berhak atas perlindungan terhadap ancaman

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat.

Perlindungan hukum bagi perempuam korban pornografi balas dendam atau
pornografi balas dendam diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 Undang-
Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur
tentang hak-hak korban pornografi balas dendam. Menurut Pasal 69 Undang-
Undang Kejahatan Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022, menjelaskan tentang
perlindungan yang tersedia bagi korban tindak kekerasan pornografi balas dendam.
Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 69 Undang-Undang Nomorr 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diuraikan mengenai apa sajakah bentuk
dari perlindungan-perlindungan yang diperoleh oleh Korban dari tindak kekerasan

revenge porn tersebut yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

Hak Korban atas Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

diantaranya meliputi :

a) Memberikan akses informasi tentang hak dan perlindungan korban;

b) Menyediakan aksses informasi terkait keamanan;

¢) Perlindungan terhadap ancaman atau kekerasan dari pelaku dan pihak lain
serta terhadap terulangnya kembali kekerasan vyaitu perlindungan
kerahasiaan identitas;

d) Melindungi sikap dan perilaku aparat kepolisian yang mempermalukan
korban;

e) Perlindungan terhadap kehilangan pekerjaan, perubahan pekerjaan,
pendidikan atau masuk ke dalam politik; dan

f) Melindungi korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau perdata atas
laporan penyerangan seksual.

12 Glosarium, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para ahli. http://tesishukum.com/
pengertian-perlindungan-hukum/. Diakses tanggal 16 April 2022.


http://tesishukum.com/%20pengertian-perlindungan-hukum/
http://tesishukum.com/%20pengertian-perlindungan-hukum/
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Salah satu upaya untuk melindungi perempuan dari bahaya pornografi balas
dendam adalah dengan memberikan pendidikan keamanan siber yang harus
dilakukan secara rutin dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan jenis dan
bentuk kejahatan siber yang terus berkembang. Sasaran pendidikan keamanan siber
juga penting, tidak hanya untuk perempuan, tetapi untuk setiap kelompok. Secara
ringkas perlindungan hukum vyang harus diterima oleh korban meliputi
perlindungan terhadap ancaman atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku atau
pihak lain, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas korban, perlindungan
terhadap sikap dan perilaku polisi yang merendahkan korban, perlindungan

terhadap kehilangan pekerjaan, perubahan pekrjaan dan pelatihan.

B. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakkan hukum adalah kegiatan yang
mengaitkan nilai-nilai yang telah menjelma menjadi prinsip dan sikap yang kokoh
untuk bertindak pada tahap akhir sebagai rangkaian inversi nilai untuk
menciptakan, mempertahankan, dan memelihara perdamaian. Menurut Soerjono

Soekanto faktor-faktor yang mempegaruhi penegakan hukum adalah:

a) Faktor hukum itu sendiri berupa undang-undang. Hukum merupakan
perintah tertulis yang berlaku umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat
atau daerah yang sah;

b) Faktor Penegak Hukum atau lembaga penegak hukum, merupakan pihak
yang membuat dan menegakan hukum;

c) Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung terhadap penegakan hukum;

d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dan kelompok tempat hukuman itu
diterapkan atau akan diiterapkan;

e) Faktor budaya, merupakan hasil karya, cipta dan rasa berdasarkan karsa
manusia dalam keterpaduan kehidupan.®

13 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers,
Jakarta, 2014. him 8
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2. Konseptual

Konseptual merupakan pondasi acuan yang mengambarkan keterkaitan diantara
konsep-konsep tertentu, yang mewakili kumpulan makna terkait, dan ekspresi khas
yang diteliti. Adapun konsepstual yang digunakan pada penulisan skripsi ini yaitu:

a. Analisis adalah sebuah tahap di mana suatu subjek dideskripsikan menjadi
beberapa bagian, memeriksa bagian-bagian tersebut dan hubungan antara
bagian-bagian tersebut umtuk menperoleh pengertian dan pemahaman yang
tepat tentang masalah secara keseluruhan.*

b. Perlindungan hukum merupakan segala upaya untuk menegakan hak dan
memberikan rasa aman bagi saksi dan/atau korban, yang dapat berupa ganti
rugi, kompensasi, perawatan kesehatan, dan bantuan hukum. *°

c. Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental,
dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

d. Revenge Porn atau pornografi balas dendam, ialah bentuk pornografi yang
mengeksploitasi kepemilikan materi foto yang diperoleh secara "tidak sah™
tetapi didistribusikan untuk tujuan "balas dendam" setelah berpisah dari
pasangan. Pornografi balas dendam dilakukan dengan memaksa atau
mengancam seseorang, biasanya wanita, untuk menyebarkan konten asusila
di dunia maya. Perbuatan tersebut dapat berupa rekamam audio, foto atau
video yang dibuat oleh pasangan, biasanya dalam hubungan intim, dengan
tidak sepengetahuan atau persetujuan orang tesebut, yaitu itu dapat

diproduksi tanpa sepengetahuan korban.

14W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1987. him, 40
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul Press. 1984. him. 133
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E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami penulisan skripsi ini secara umum, telah

diuraikan sistem penulisannya sebagai berikut:

I PENDAHULUAN
Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang karya, masalah dan
ruang lingkup karya, tujuan dan kegunan penulisan, kerangka teori dan konsepstual,

serta sistematika penulisan.

1. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang istilah umum dari pokok-
pokok bahasan yang memuat tinjauan umum yang bersifat teoritis mengenai
perlindungan hukum, pengertian korban, pengertian pornografi, serta penjelasan
mengenai pornografi balas dendam (revenge porn) yang nantinya akan

dipergunakan sebagai bahan studi dalam penelitian ini.

I1l.  METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang
digunakan dalam pendekatan masalah dan deskripsi sumber data, pengolahan data
dan analisis data tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Revenge
Porn berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual.
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V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini dipaparkan hasil penelitian tehadap pemasalahan yang terdapat

dalam skripsi ini dengan menggunakan metode literature review dan field research.

V. PENUTUP
Bagian ini memuat kesimpulan yang muncul dari hasil peneltian dan pembahasaan,
serrta saran-saran penulis bedasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan

dengan permasalahan skripsi ini.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
secara tegas menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Pasal ini
menjelaskan bahwasannya Negara Indonesia merupakan negara hukum. Dengan
demikian, kehidupan berbangsa, bernegara, dan bemasyarakat didasarkan pada asas
dan kaidah hukum yang berlaku. Perindungan hukum berasal dari dua suku kata
yaitu Perlindungan dan Hukum. Perlindungan berasal dari kata lindung yang
memiliki arti melindungi, mencegah, menpertahankan, membentengi, menjaga,
memelihara dan menjaga. Sedangkan hukum adalah gambaran hak asasi manusia,
yang tidak hanya mencerminkan kekuasaan, tetapi juga harus mencakup keadilan

dan perlindungan bagi hak setiap warga negara.

Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun
2022 dijelaskan dalam kaitannya dengan konsep perlindungan hukum merupakan
segala upaya penegakan hak dan pemberian bantuan untuk menenteramkan saksi
ataupun korban. LPSK maupun lembaga lain memenuhi persyaratan hukum.

Menurut para ahli, beberapa pengertian perlindungan hukum antara lain:
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a. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum mengacu pada berbagai
perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum
untuk memberikan rasa aman terhadap mental dan fisik dari ganguan dan
ancaman dari berbagai pihak.®

b. Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum ada untuk
melindungi hak hak seseorang yang dilanggar oleh individu lain, dan
perlindungan itu diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati
semua hak yang diberikan melalui hukum.’

Barda Nawawi Arief menjelaskan konsep perlindungan korban kejahatan bisa

dilihat dari dua hal, yakni:

1. Sebuah perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana.

2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/ganti rugi yang sah berdasarkan
kesakitan dan kerugian yang dialami oleh korban. Mengembalikan reputasi
(rehabilitasi), memulihkan keseimbangan (melalui pengampunan),

menawarkan reparasi seperti kompensasi, ganti rugi, jaminan/manfaat.®

Perlindungan hukum adalah sebuah pembuktian bagaimana hukum bekerja guna
memperoleh sebuah tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kepentingan dan
kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya yang dilandasi
baik preventif maupun represif (pemaksaan), serta aturan-aturan tertulis dan tidak
tertulis yang jelas yang diterapkan pada individu untuk menjaga penegakan
peraturan. Prinsip melindungi masyarakatnya adalah sebagai wujud penggakuan
serta perlindungan terhadap hak manusia. Pancasila yang merupakan dasar ideologi
dan falsafah negara merupakan dasar dari prinsip-prinsip keadilan bagi bangsa

Indonesia. Karena pengakuan dan perlindungan hukum merupakan ciri yang

16 C.S.T. Kansil. Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
him 102.

17 Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. him 74.

18 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana dalamn
Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2014. him 61.
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melekat pada Pancasila, memberikan warna, corak dan substansi pada negara

hukum yang berlandaskan Pancasila.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Korban

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana merupakan wujud daripada sebuah
perlindungan korban, yang dapat dilaksanakan dalam bermacam tindakan, seperti
tindakan restitusi dan kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum. Bentuk

perlindungan yang diperoleh oleh korban diantaranya yakni:*°

a) Ganti Rugi

Bertolak berdasarkan kepentingan korban, maka bentuk ganti rugi mencakup dua
pelayanan yakni ganti kerugian materil dan segala pegeluaran yang dikeluarkan
oleh korban dan kepuasan perasaan korban. Berdasarkan kepentingan pelaku,
kewajiban membayar ganti kerugian dipandang bersifat kongkrit dan berkaitan

langsung dengan kesalahan pelaku.?

Gelaway menjelaskan, kewajiban membayar ganti rugi kepada korban memiliki

lima tujuan, yaitu:

Meringankan penderitaan korban;

Sebagai unsur yang dapat meringankan hukuman yang akan diberikan;
Sebagai sarana untuk merehablitasi narapidana;

Mempemudah proses peradilan;

Meminimalisir ancaman atau reaksi kelompok masyarakat dalam bentuk
tindakan balas dendamn.

arLONOE

1% Yulia Rena, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha IImu,
Yogyakarta, 2013.him. 59

20 Chaerudin dan Syarif Fadillah. Korban Kejahatan dalamn Perspektif Viktimologi dan Hukum
Pidana Islam. Grhadhika Press. Jakarta. 2004. hIm 65
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Ganti kerugian bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan korban serta
menilai pelaksanaannya dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk
mengembangkan hak dan kewajibannya. Berdasarkan hal ini, kompensasi korban
harus merupakan kombinasi dari pendekatan yang berbeda, dan pendekatan
kesejahteraan sosial, kemanusiaan dan hukum pidana. Ganti kerugian dalam sistem
peradilan pidana diatur dalam KUHAP BAB XIlII dan BAB XII. Perihal ganti
kerugian yang diatur dalam BAB XIlII berbeda dengan ganti kerugian yang diatur
melalui Bagian Kesatu BAB XII. Ganti Kerugian yang dimaksud dalam Kombinasi
Peristiwa Ganti Rugi bukanlah tuntutan ganti rugi yang timbul dari penangkapan,
pembelaan, penuntutan, atau proses peradilan yang tidak sah. Namun, itu adalah

klaim untuk ganti kerugian seperti:?

1. Diperoleh dari tindak kejahatan sendiri;

2. Ganti kerugian akibat tindak kejahatan pidana yang diarahkan kepada Pelaku;

3. Ganti rugi terhadap terdakwa dibarengi dan diperiksa serta diputuskan
bersamaan dengan penyidikan dan berakhirnya perkara pidana terhadap

terdakwa.

b) Restitusi

Restitusi identic dengan Prinsip Pemulihan Keadan Semula (restutio in inttegrum).
Pemulihan pada keadaan semula (restitutio in integrum) ialah upaya untuk
mengembalikan korban kejahatan pada keadaan sebelum melakukan kejahatan,
sekalipun didasarkan pada ketidakmampuan korban untuk kembali pada keadaan
semula. Asas ini menekankan bahwa ganti rugi yang dibayarkan kepada korban

wajib secara keseluruhan dan mencakup setiap perihal yang ditimbukan dari tindak

2l M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, PT. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. him 80-81.



19

pidana tersebut. Restitusi memungkinkan korban untuk memperoleh kembali
kebebasan, hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, kewarganegaraan,
kembali ke tempat tinggal mereka, mendapatkan kembali pekerjaan mereka dan
mendapatkan kembali harta benda mereka. Dalam praktiknya, di banyak negara,
konsep reparasi telah dikembangkan dan diperolenkan kepada korban kejahatan
atas penderitaannya sebagai korban kejahatan. Dalam hal tersebut, korban dan
keluarganya wajib menperoleh ganti rugi yang adil dan sesuai oleh pelaku ataupun
pihak ketiga yang bertanggung jawab meliputi penggantian harta benda atau ganti
rugi atas kerusakan atau luka yang ditimbulkan, penggantian biaya akibat jatuhnya

korban, pemberian pelayanan dan hak pemulihan. .22

¢) Kompensasi

Kompensasi adalah bentuk ganti kerugian yang dapat terlihat melalui aspek
perspektif kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dengan dikemukakannya gagasan
mewujudkkan kesejahteraan sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat
dan negara betangung jawab dan berkewajiban secara moral guna melindungi
warga negaranya, terutama yang mengalami bencana sebagai korban kejahatan.
Kompensasi sebagai bentuk ganti rugi sama sekali tidak bergantung pada
bagaimana tata cara dan putusan peradilan dibuat, tetapi bakan sumber
pembiayaannya berasal dari dana negara atau masyarakat. Gagasan atau
pembahasan untuk memasukkan alternatif penyelesaian kasus di bidang peradilan
pidana antara lain ada dalamn dokumen pendukung Konvensi PBB 9/1995 tentang

Peradilan Pidana yang menyatakan bahwa semua negara harus menpertimbangkan

22 Supriyadi Widodo Eddyono, Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban. Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta. him. 16.
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fungsi penegakan dan peradilan untuk "beberapa undang-undang” dan
"penyelesaian sengketa alternatif/ADR" (dalam bentuk mediasi, arbitrase, restiitusi

dan kompemsasi) dalam sistem peradilan pidana.

d) Konseling

Biasanya, model konseling seperti ini ditawarkan kepada korban ketika
konsekuensi psikologis negatif dari kejahatan muncul. Misalnya, bantuan yang
layak dalam bentuk konseling yang sangat masuk akal bagi korban kejahatan yang
mengalami trauma permanen. Konseling adalah proses dimana seorang ahli, yang
disebut konselor, memberikan bantuan kepada seseorang yang memiliki masalah,
yang disebut klien. Hal ini mengarah pada solusi untuk masalah yang dihadapi

korban.

e) Layanan/Bantuan Medis

Bantuan medis diberikan kepada korban yang dianggap menderita secara medis dari
sebuah tindak pidana yang diterimanya. Layanan medis yang relevan bisa diberikan
dalam bentuk pemeriksaan medis dan laporan medis tertulis (visum atau surat
keterangan medis yang memiliki kekuatam hukum dengan nilai sebagai bukti
hukum). Laporan medis ini digunakan terutama ketika korban ingin melaporkan
tindak pidana yang dilakukan terhadap dirinya ke pihak kepolisian agar dapat

ditindaklanjuti.

f) Bantuan Hukum
Korban kejahatan harus ditawarkan sebuah bantuan hukum, baik ketika korban
memintanya atau tidak. Hal seperti ini diangap sangat penting karna sebagian besar

korban kejahatan ini memiliki kesadaran hukum yang rendah. Persepsi bahwa
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korban kejahatan tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai dapat menjadi
semakin memperparah keadaan serta kondisi dari korban kejahatan sendiri.
Pemberian bantuan hukum dianggap sangat relevan dan wajib kepada korban

kejahatan.?®

g) Penyediaan Informasi

Menyediakan layanan informasi kepada korban maupun keluarganya mengacu
pada penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang dilami oleh
korban. Pemberian informasi ini sangat penting dalam upaya menjadikan
masyarakat sebagai mitra polisi karna diharapkan dengan adanya informasi ini

pengawasan kegiatan polisi kepada masyarakat dapat berjalan efektif..?

B. Tinjauan Umum Tentang Korban
1. Pengertian Korban

Korban ialah seorang subjek hukum, yang secara individu ataupun kolektif,
menderita kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian finansial
atau kerugian serius terhadap hak asasi manusianya yang melangar hukum pidana
yang berlaku di negara tersebut, terrmasuk ketentuan larangan penyalahgunaan
kekuasaan. Korban juga dapat didefinisikan sebagai individu yang, baik secara
individu maupun kolektif, mengalami kerugian fisik atau mental, penderitaan
emosional, kerugian ekonomi, ataupun pelanggaran hak asasi manusia yang

signifikan yang dapat dikatakan melangar hukum pidana yang belaku disuatu

2 Didik M. Arief Manssur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2007, him 171.
24 Didik M. Arief Manssur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2007, him 172.
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negara tersebut dimana temasuk ketentuan anti-penyalagunaan. Sebuah

kekuasaan.®

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban. Menyatakkan bahwasannya “Korban merupakan orang yang
menderita kerugian fisik, mental, dan/atau finansial sebagai akibat dari tindak
pidana”. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor
12 Tahun 2022, disebutkan bahwa pengertian korban merupakan sesorang yang
menderita penderitaan fisik, mental, kerugian finansial dan/atau kerugian sosial

sebagai akibat dari kejahatan kekerasan seksual.

Arif Gosita mendefinisikan korban sebagai orang yang menderita secara fisik dan
mental karena tindakan orang lain yang mencoba untuk mempromosikan dirinya
sendiri atau orang lain, yang betentangan dengan hak asasi manusia dari mereka
yang terkena dampak.?® Beberapa pemaknaan tersebut mengisyaratkan bahwa
korban didefinisikan sebagai individu, baik secara individu maupun kolektif, yang
dalam hal ini menanggung akibat dari perbuatan pelakunya, yaitu kejahatan

pornografi balas dendam.

2. Tipologi Korban
Korban dapat dipahami sebagai orang yang menderita atau dirugikan sebagai akibat

dari penyalahgunaan pidana (kriminal) atau non-pidana, atau dapat juga termasuk

% DR. Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik, PT. Alumni,
Bandung, 2012, him 246.

% Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (kumpulan Karangan). PT. Bhuana llmu Populer,
Jakarta, 2004, him. 64.
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korban penyalahgunan kekuasan. Sebaliknya, konsep korban dapat diartikan dalam
arti yang lebih sempit sebagai korban kejahatan, yaitu. sebagai korban tindak pidana
yang diatur dalam KUHP. Dari sudut pandang viktimologi, korban-korban ini pada
hakekatnya hanya berorientasi pada dimensi akibat perbuatan manusia, sehingga
diluar aspek-aspek trsebut, contohnya seperti akibat bencana alam tidak menjadi
bahan penelitian. Ilmu Viktimologi. Itu hanya dapat diklasifikasikan secara global
dari perspektif viktimologi korban, yang berfokus pada besarnya konsekuensi

tindakan manusia menjadi:?’

a. Korban tindak pidana menurut ketentuan KUHP, sehingga pelaku
menghadapi sanksi pidana. Dalam kontek ini, korban dimaknai sebagai
korban viktimologi, di mana delik meliputi kejahatan tradisional, kejahatan
kerah putih, dan viktimisasi dalam konteks lembaga penegak hukum,
pengadilan, dan penjara.

b. Korban penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks ini, secara umum Kita
berbicara tentang viktimologi politik penyalagunaan kekuasan, hak asasi
manusia (HAM) dan terorisme.

c. Korban pelangaran administratif atau nonpidana, maka ancaman sanksi
merupakan sanksi administratif bagi pelanggar yaitu Korban akibat
pelangaran norma sosial dalam suatu sistem interaksi sosial yang tidak
diatur oleh undang-undang sehingga sanksinya adalah sanksi sosial atau

moral.

C. Tinjauan Umum Tentang Pornografi

Pornografi merupakan sebuah tampilan tulisan, patung, gambar, foto, film, atau

rekaman audio yang dapat membangkitkan nafsu dan melukai perasaan sosial

27 DR. Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik. PT. Alumni,
Bandung, 2012, him 246
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masyarakat, definisi ini sesuai dengan definisi Ensiklopedia Nasional Indonesia.
Menurut KBBI, pornografi merupakan sebuah ilustrasi tingkah laku erotis melalui
gambaran atau tulisan untuk membangunkan nafsu. Makna pornografi saat ini
sedang mengalami evolusi yang signifikan berdasarkan interpretasi masing-masing
orang sesuai dengan cara pandang yang mereka gunakan. Perbedaan pemahaman
tersebut dipengaruhi oleh cara pandang masing-masing individu, ada yang
melihatnya dari sudut pandang hukum, moral, agama, seni, psikologi, bahkan

sosiologi.

Secara etimologis, pornografi terdiri dari dua suku kata, yaitu pornos dan grafis.
Pornos mengarah kepada aktifitas asusila (terkait dengan seks) atau tindakan yang
cabul atau tidak senonoh. Grafis merupakan gambar atau tulisan, yang secara garis
besar mencakup obyek dan patung, yang isi atau maknannya mengungkapkan atau

menyajikan sesuatu yang tidak bermoral atau menyinggung moral masyarakat..?

Di bawah ini adalah pengertian pornografi yang disampaikan oleh para ahli dari

berbagai sudut pandang yaitu:

a. The Councils of Europpe mengartikan pornografi sebagai segala jenis
materi audiovisual dalam konteks seksual. Perwakilan dari Organisasi Polisi
Kriminal Internasional (INTERPOL) mengartikan pornografii sebagai
gambaran pelecehan seksual yang fokus pada perilaku seksual atau alat
kelamin.

b. Menurut H.B Yasin, pornografi ialah setiap karya maupun ilustrasi yang
ditulis atau digambar dengan tujuan sengaja untuk menghasut. Pornografi

menbuat pembaca berfantasi tentang alat kelamin dan menimbulkan nafsu.

28 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,
him. 22
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c. Menurut Mohammad Said, pornografi merupakan segala sesuatu yang
disajikan dengan sengaja umtuk membangkitkan nafsu seksual seseorang.
Dapat berupa tulisan atau mempresentasikan bagian tertentu dari tubuh
manusia, dapat juga berupa peggambaran adegan-adegan intim kehidupan
seksual seseorang.

d. Menurut Arif Budiman, pornografi merupakan hal yang behubungan

dengan seksual yang tidak boleh diungkap ke publik.

Pornografi dapat bersifat nyata, seperti melalui hubungan seksual, atau melalui
media cetak dan elektronik, seperti gambar atau bacaan berbau asusila yang
dimaksudkan guna membangkitkan nafsu. Banyak hal yang termasuk dalam

kategori pornografi yaitu:

1. Busana yang merangsang, misalnya mini dress yang memperlihatkan
bagian atas tubuh (dada) dan bagian bawah, dress transparan, atau dress
yang ketat mengikuti bentuk tubuh dan membangkitkan nafsu birahi bagi
yang menyaksikan.

2. Tindakan maupun pose yang merangsang, misalnya posisi "menantang”
yang melibatkan bagian tubuh yang sensual (payudara, paha, pantat) serta
gerakan mata dan ekspresi bibir, dll. Kategori Ini juga mencakup
penampilan, gerakan, atau gerakan erotis.

3. Perbuatan seksual, merupakan tindakan yang termasuk zina, misalnya
gambar-gambar di media cetak dan elektronik yang menggambarkan

adegan-adegan perbuatan seksual.

Pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008.
Undang-Undang ini mengatur tentang perbuatan yang dilarang, yaitu sebagaimana
terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 dan Pasal 13. Perbuatan yang

dilarang serta diatur berdasarkan undang-undang ini yaitu:
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(1) Tidak seorang pun boleh memproduksi, menggandakan, mendistribusikan,
mengirim, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperdagangkan,
menyewakaan, atau menawarkan pornografi apa pun yang secara tegas
memuat ketelanjangan atau penampilan terbuka;

(2) Setiap orang dilarang menawarkan jasa pornografi yang secara eksplsit
menyajikan ketelangjangan; alat kelamin terlihat jelas; yaitu secara
langsung atau tidak langsung menawarkan atau mempromosikan layanan
seksual. Siapa pun tidak boleh meminjam attau mengunduh pornografi
sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi.

(3) Setiap orang tidak boleh mendengarkan, menampilkan, menggunakan,
memiliki atau menyimpan produk pornografi yang disebutkan kecuali
diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap orang tidak boleh mengubah orang lain menjadi obyek atau model
dengan konten pornografi. Setiap orang tidak boleh menampilkan dirinya
atau orang lain dalam petunjukan atau tempat umum yang menampilkan
ketelangjangan, pelecehan sekssual, persetubuhaan atau konten

pornografii lainnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)

1. Pengertian Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)

Revenge Porn juga dikenal sebagai eksploitasi seksual berbasis gambar/berbagi
konten intim tanpa persetujuan/pornografi non-kontrak, artinya pornografi balas
dendam adalah bentuk pornografi dengan modus operandi baru di Indonesia.

Pornografi balas dendam adalah perbuatan yang mengacu pada penyebaran secara
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online gambar atau video yang mengandung bentuk seksualitas, tanpa izin atau
persetujuan pemilik konten sebagai bentuk balas dendam dengan tujuan

mempermalukan korban.

Peneliti Sexual Research Support Group and Resourcse Center (SGRC) Nadiya
Karima Melati mendefinisikan pornografi balas dendam sebagai pemaksaaan,
anncaman tehadap sseorang, biasanya perempuan, umtuk menyebarkan konten
pornografi berrupa gambar atau viideo yang dikirimkan kepada pelaku. Tujuan dari
perilaku ini adalah guna mempermalukaan, mengasingkan, dann menghancurkan
kehidupan korban.?. Pelakunya dapat pasangan hidupnya, mantannya yang ingin
balikan, atau seseorang yang tidak bisa didentifikasi. Mempertimbangkan definisi
tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pornografi balas dendam adalah
penyebaran foto atau video porno tanpa persetujuan korban, biasanya oleh mantan

kekasih yang mengancam akan membalas rasa sakit hati kepada korban.

2. Pornografi Balas Dendam berdasarkan KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan
UU TPKS

Undang-Undang Pornografi tidak secara khusus membatalkan pornografi dalam
KUHP, tetapi KUHP juga berlaku untuk itu. Hanya diberikan syarat “sepanjang
tidak bertentangan dengan UU Pornografi”. Kondisi seperti itu tidak jelas dan tidak
mudah dimplementasikan. Dalam beberapa kasus dan keadaan di mana ada alasan

hukum yang memaksa, KUHP Pornografi dapat diterapkan.

2 Nadya Karima Melati. Bagaimana Mencari Bamtuan Dalamn Kasus Revenge Porn dalamn
https://magdalene.co/news-1775-bagaimana-mencari-bamtuan-dalamn-kasus-revenge-porn.diakses
pada 21 Maret 2022.


https://magdalene.co/news-1775-bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn
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1. Revenge Porn dalam KUHP
Situasi ini adalah ketika pornografi adalah satu-satunya yang dapat
diberlakukan dalam KUHP sedangkan UU Pornografi tidak. Namun, keadaan
tersebut sulit ditemukan karena luasnya cakupan penerapan undang-undang
pornografi. Perbuatan dan tujuan delik pornografi juga lebih spesifik
dibandingkan dengan delik UU Pornografi.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. UU No 11 Tahun 2008 tentang
Informassi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Pengaturan konten ilegal dalam UU ITE setidaknya didasarkan pada dua hal.
Pertama, kebutuhan akan perlindungan hukum, seperti perlindungan yang
ditawarkan di dunia nyata atau fisik. Dalam Pasal 45 jo. Pasal 27 Ayat (1) UU
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 berbunyi: “Barang
siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang isinya bertentangan dengan kesusilaan.”

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara
khusus menyatakan bahwa pornografi merupakan setiap gambar, sketsa, foto,
tulisan, suara, kebisingan, gambar bergerak, animasi, sketsa obrolan, gerak
tubuh atau pesan lain yang dikirimkan melalui komunikasi dalam bentuk
apapun terkirim atau presentasi publik yang mengandung pelecehan seksual

yang tidak senonoh atau bertentangan dengan standar kesopanan masyarakat.
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual
UU Kekerassan Seksual ini tidak secara spesifik menyebutkan apa itu
pornografi balas dendam. Namun, disebutkan bahwa kekerasan seksual adalah
pelangaran hak asassi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia dan
bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Mayoritas korban kekerasan
seksual ialah perempuan dan anak perempuan, sehingga kekerasan seksual juga
merupakan kekerasan spesifik gender yang menyasar orang karena jenis
kelamin perempuannya atau yang didiskriminasi karena relasi kuasa yang tidak
setara. Kekerasan seperti ini dapat terjadi dalam masyarakat yang tatanan sosial
dan budayanya merendahkan dan meminggirkan perempuan, mengabaikan

anak, dan tidak mengakui atau menghargai keadaan masyarakat tertentu.



I11.  METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode,
sistematika, dan gagasan tertentu, yang bertujuan umtuk mempelajari satu atau
lebih fenomena hukum demgan cara menganalisisnya. Untuk mencapai hasil yang
maksimal maka itu penulis harus mengikuti pendekatan masalah, sedangkan
pendekatan masalah mengacu pada langkah-langkah pendekatan umtuk menelaah,
melihat, merepresentasikan apa yang ada pada obyek penelitian. Penulis
menggunakaan dua metode yaitu pendekataan yuridis normatif dan pendekataan

yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang nyata dan objektif.

Pendekatan yuridis normatif (library reaserch) merupakan pendekatan problematik
yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teorri dan komsep yang
berkaitan dengan penulisan penelitian itu. Kajian ini diilakukan dengan
menganalisis dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen
yang terkait dengan permasalahan kajian ini. Tujuan dari pendekatan ini adalah
untuk mendapatkan pemahaman tentang gejala dan objek yang dikaji berdasarkan
literatur tentang masalah yang dibahas dalam karya ini. Pendekatan yuridis empiris
disini ialah sebuah pendekatan yang melakukan penelitian di lapangan demgan

melihat fakta-fakta praktik pelaksanannya. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian
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realita praktis di tempat, pendekatan ini dilakukan melalui wawancara langsung
dengan orang-orang dengan berkunjung ke lokasi penelitian yang dianggap relefan

dan terlibat dengan topik yang diibahas dalam skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data pada penelitian ini memakai data primer dan sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang diperoleh melalui survei lapangan pada
saat penelitian yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPA) Provinsi Lampung, UPTD PPA Provinsi Lampung,
Polresta Bandar Lampung, dan juga Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi dari literatur sastra yang meneliti dokumen,
arsip teoritis, konsep, doktrin dan asas hukum yang berkaitan dengan peraturan
perundang-undangan, buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur lainnya di

Indonesia. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum

mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornogrrafi.
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi
Elektroniik.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi
Lampung

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan
hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum
primer, seperti: Literatur, putusan peradilan dan standar hukum yang berkaitan

dengan topik yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

¢. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan informasi, petujuk dan
penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan
dengan topik yang dibahas atau diteliti dalam karya ini dari penelitian sebelumnya,
jurnal, surat kabar, Kamus Beasar Bahasa Indonesia, media masa, artikel, esai,

majalah dan Internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seorang ahli yang digunakan sebagai sumber informasi selama
penelitian dan yang memiliki informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk
masalah yang sedang ditangani. Adapun sumber penelitian ini adalah sebagai

berikut:
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1. Anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung : 1 Orang

2. Pejabat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan : 1 Orang
Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung

3. Tim Profesi di UPTD PPPA Provinsi Lampung : 2 Orang

4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum : 1 Orang
Universitas Lampung +

Jumlah : 5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.

1. Prosedur Pengumpulan data

Proses dalam melaksanakan pengumpulan data, baik primer ataupun data sekunder

menggunakan alat bantu pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (library research)

Kajian kepustakaan ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penulis
dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sekunder dengan membaca, mencatat,
mengutip berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku, media dan

bahan hukum tertulis lainya yang berkaitan kepustakaan yang akan diteliti

b. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan ialah penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (interview)
yakni sebagai upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi melalui
pertanyaan lisan atau instruksi pertanyaan tertulis. Model wawancara yang dipakai
dalam penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur. WWawancara semi-terstruktur

atau self-talk terbimbing adalah percakapan di mana penjelasan terbuka tentang
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masalah dan mengajukan pertanyaan asli kepada orang yang diwawancarai sesuai

dengan situasi dan keadaan, tetapi tidak menyimpang dari topik yang sebenarnya.

2.

Prosedur Pengolahan Data.

Tingkat pengolahhan data dalam penelitian berikut mencakup fungsi-fungsi berikut

yaitu:

Identifikasi data merupakan kegiatan mencari informasi yang diperoleh
sesuai demgan pembahasan yang akan dilaksanakan dengan meneliti
peraturan-peraturan, buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan

pokok pembicaraan.

Klasifikasi data adalah identifikasi data, yang kemudian diklasifikasikan

atau dikelompokan untuk memberikan informasi yang benar-benar objektif.

Sistematisasi data merupakan pengorganisasian informasi yang sistematis
menurut topik sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis informasi
tersebut. Langkah-langkah pengolahan data tersebut dimaksudkan untuk

memudahkan analisis dan kesimpulan nantinya bagi penulis.

Analisis data

Apabila semua data informasi telah tersedia, langkah berikutnya adalah analisis

data kualitatif, kompehensif dan lengkap. Analisis kualitatif mengacu pada

deskripsi kualitatif data dalam kalimat yang teratur, konsisten, logiis, tidak tumpang

tindih, dan efisien untuk menpermudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil

analisis.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah

diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum dari kasus revenge porn ini sebagaimana berdasarkan
Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa perlindungan yang diperoleh
oleh Korban revenge porn yaitu terdiri dari hak atas penanganan, perlindungan,
dan pemulihan, meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, hukum dan/atau
bantuan hukum, rehabilitasi sosisal, medicolegal, dan psikologis. Pencegahan
dan penanggulangan terkait kasus revenge porn ini lebih ditekankan kepada
korban dengan memberikan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh
instansi terkait. Dimana berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk pelayanan
tersebut telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pornografi
Balas Dendam (Revenge Porn) diantaranya meliputi faktor penegak hukum,
faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam
penerapannya pelaksanaannya, perlindungan terhadap korban revenge porn ini

sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang mengaturnya,
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3. namun terkait dengan hak korban atas penghapusan barang bukti yang
bermuatan seksual masih mengalami sedikit kendala dikarenakan faktor sarana
dan fasilitas yang kurang memadai sehingganya penanganan atas perlindungan
korban revenge porn sedikit mengalami penghambatan selain hal tersebut faktor
masyarakat juga dominan menjadi penghambat dalam proses perlindungan
hukum terhadap korban revenge porn. Berdasarkan narasumber bahwa faktor
yang menjadi penghambat dalam proses penuntasan kasus revenge porn yaitu
meliputi tidak adanya sikap keterbukaan baik dari pihak korban maupun pelaku,
faktor psikologis korban, faktor dari luar seperti pihak keluarga dan saksi yang
sulit untuk bersifat kooperatif, dan hilangnya barang bukti yang dapat

menjadikan lamanya proses penegakan hukum terhadap kasus revenge porn ini.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi maupun pendekatan kepada seluruh perempuan
untuk selalu berhati-hati dan berani bertindak untuk melapor kepada aparat
penegak hukum ataupun keluarga jika menemukan ataupun merasakan
adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi pada diri sendiri maupun
orang lain. Hal tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kasus
pornografi balas dendam (revenge porn) yang korbannya terutama
perempuan.

2. Penyidik maupun instansi yang berwenang dalam kasus ini yaitu UPTD
PPA juga harus tegas dalam mengatasi faktor yang dapat menghambat

perlindungan hukum terhadap korban kejahatan revenge porn. Yang mana
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dapat dengan meningkatkan Kkinerja setiap instansi terkait, dengan seperti
itu hambatan atau kendala yang mucul dalam memberikan perlindungan
hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (revenge

porn) dapat diminimalisirkan.
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